GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA ’I‘ENGGARIA BARAT
- NOMOR: Sbl- 2462  paqUN 2d16
TENTANC ’
UPAH MINIMUM KOTA MATARAM TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang
' Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan, Upah
Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupater./Xota
ditetapkan oleh Guberriur cengan memperhatikan rekomsndasi
dari Dewan Pengupahan) Pruvinsi dan /atau Kebupaten/Kota;

b. bahwa sesuai Surat  Walikota Mataram Nomor
S60/868.a/Sosnakertrans fanggal 1 November 2016 perihal
Usul Penetapan Upah Minimium lota Mataram Tahun 2017
sebesar Rp. 1.714.216,- (3aty Jut Tujuh Ratus Empat Belas
Ribu Dua Ratus Enam Belus Rupich);

¢. bahwa berdasarkan perfimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan hunf b, perly menetapkan Kepuiusan
Gubernur tentang Upah Miaimum Kota Mataram Tahun 2017.

Mengingat : . Undang-Undang Nomoy 64 Tahur (058 tentang Pembeniukan
Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lerabaran Ne ara Republik Indonesia
Tahun 1958 r.omor 1185, Taml)a.ﬁan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1049);

2, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjnan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Renublik Indonesia Nomor 4279j;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (L>mbarun Negara Repuolik
Indonesiz Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor £587) sebagaimana ‘clah diubah beberapa  kali
terakhir dengan Undang~Uadang Nomor © Tahun 2015
' tentang Perubahan Kedurz A‘as Uudang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lenibarar, Negara
Republik Indonesia Tahar 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik 'ndsnesia Nomor S679);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Mahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan day, Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintuhan Daerah (Letnbnran Negara republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165 C¢an Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1523);

6. Peraturan Pemerintal, Nonior 78 Tahun 2015 teniang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 237 dan Tambahan Lemparan Negara Republik
Indonesia Nomor 574 7); ;

7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupahan; ;



8.

10.

11.

Menetapkan :

Peraturan Menteri Tenaga Keija dan Transmigrasi Nomor 13
Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan
Pencapaian Hidup Layal;

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

PER.7/MEN/X/2013 tentang Upah Minimum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
ter\tanF Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Ncgara
Republik Indonesia Tehun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Gubernur Nusa 'l'cngaraiBa:at Nomor 31 Tahun
2010 tentang Upab Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Berita Daerah Provinsi MNusa Tenggara Barat un 2010
Nomor 110); |

MEMUTUSKAI:

KESATU : Upah Minimum Kota Maiaram Tahun 2017 scbesar

Rp. 1.714.216,- (Satu Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ritu Dua
Ratus Enam Belas Rupiah) per bulan.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini muin: berlaky: pada tanggal 1 Januari 2017,

Ditetapkan di Mataram
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GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BAPAT

NOMOR 561-852 TAHUN 2016

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI NUSA TENG(IARA BARAT TArIUN 2017

Menimbang :

Mengingat

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa untuk melaksanal:an keteniuan Pasal 2 ayat (2)
Peraturan Gubernur Nomor 3! Tahun 2010 tentang Upah
Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu menetapg<an
Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum  Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2017.

1.

o.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, N.isa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur(l.embaran Nogara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 115, Tambaihan Lembaran Negais
Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor '3 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan lLembaran Negara
Republik indonesia Non.or 4279):

Undang-Undang Nomor 12 Tanun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembacan Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Momor 15234):

Undang-Undang Nomor 23 Takhun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Leinbaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tembahan Lembaran
Negara Reputblik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir denganlindang-lindang
Nomor 9 Tahun 2015 teniang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pcmerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Noumor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesiz Nomor $5679);

Peraturan Pemerintah MNomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaar dan Pengewasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah {lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Notor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2015 tertong
«Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 237 dan Tamtahan Lembarar, Negara Republik
Indonesia Nomor 5747);



7. Keputusan Presiden Nomcr 107 Tatwun 2004 tentang Dewan
Pengupahan;

8. Peraturan Menteri Tenaga Kecja dar Transmigrasi Nomor 13
Tahun 2012 tentang Kormponen dea Pelaksanean Tahapan
Pencapaian Hidup Lavak;

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dian Transmigrasi Nomor
PER. 7/MEN/X /2012 tenting tnah Minnunum;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia “ahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Ba-aL Nomor 31 Tahun 2010
tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Berita Daerah Provinsi Nusa Isrggara Barat Tahun 2010
Nomor 110); '

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU 1 Upah Minimuin Provinsi Nusa Tenpgara Barat Tahun 2017
sebesar Rp. 1.631.245,- (sutu juta enem ratus tiga puluh satu
ribu dua ratus empat puluh lima rupiat| per bulan

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal | Januari 2017,

Diterapkaa di Mataram

pada tanggal (i Ligocimber . 1€
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GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
B T e o T —
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENG(GARA BARAT

Menimbang

Mengingat

NOMOR 56| - 965 TAHUN 2016
TENTANG |

UPAH MINIMUM KABUPATEN BIMA TAHL'JN 2017

a.

GUBERNUR NUSA TENGCARA BARA;T.

bahwa sesuai ketentuan Fasal 89 Ayat (3) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 teatang Keteriagakerjaan, Upah
Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten /Kota
ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi
dari Dewan Pengupahan Provinsi dar /atan1 Kabupaten/Kotz;

. bahwa sesuai Stirat Dupati Bima Nomor

561/014/01.4/2016 tangeal 14 Okrober 2016 perihal
Rekomendasi Upah Minimura Kabupaten Bima Tahun 2017
sebesar 1.786.125,- (Satu Juta Tujub Ratus Delapan
Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah).

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Upah Minimun: Kai upaten Bima Tahun 2017.

. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentulizan

Daerah-daereh Tingkat I Bali, Nusa! Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1858 nomor 115, Tambahan Lembarar Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);

|
.Undang-Undang Nomor 12 Tahua 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Reputlik  Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39 Tambshan Lenbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279):

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangen (L¢mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nonior 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahian 2014, tentaing Pemerintahan

Dacrah (Lembaran Negera Republil: Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Leinbaran N:gara Republik Indonesic
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomcr 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undarg Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerin*ahan Dasrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahur. 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Megara Repubiik Indonesiia Nomor 5679);

. Peraruran Pemeiintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165 dan Tambahan Leinbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 78 7Tahun 2015 tentang

Pengupahan (Lembaran Negara Republik Inconesia Tak.un
2015 Nomor 237 dan Tambahan Le:nbaran Negara Repuhiik
Indonesia Nomor 5747); '



Menetapkarn :

KESATU

KEDUA

7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahuh 2004 tecntang Dewan

Pengupahan; ,

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13

Tahun 2012 tentang Kompcner den 'Pelaksanaan Tahapan
Pencapaian Hidup Layak;

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Tiansmigiasi Nomb:

PER.7/MEN/X/2013 tentang Upah Minimum;

10. Peraturan Menteri Dalan, iNegeri Nomor 80 Tanua 2015

11,

tentang Fembentukan Produ’ Hukum' Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 2036),

Peraturan Gubernur Nusa Fenggara Barat Nomor 3 Talhman
2010 tentang Upah Minimum Provins; Nusa Tenggara Barat
(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tga%un 2010
Nomor 110); :

MEMUTUSKAN:

Upah Minimum Kabupaten Bima Tahun 2017 seb=sar
Rp. 1.786.125,- (Satu Jute Tujuh KRatus Delapan Puluh
Enam Ribu Ser: tus Dua Puluth Lima Rupiah) per bulan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2017,

Ditctapk_a}n di N(émram
pada tanggal i NOPEMRER acie
GUBER NQR'mS'A TENGCARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
“‘_.

KEPUTUSAl GUBERNUR NUSA TENG 3ARA SARAT
NOMOR 36! - 9c4 TAHUN 2016
TENTANG |
UPAH MINIMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesua ketentuan Pasal' 89 Ayat (Q) Undang-Undang

Noror 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah
Minimum Provinsi dean Upah  Minimum Kabupaten /Kota
ditetapkan cleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi
dari Dewan Pengupahan Provins: dar /atau Kabupaten /Kota;

b. bahwa sesuai Surat Bupati Sumbawu Barat Ncmor
560/017 /HI-STKT/X1/2016 tanggal 4 Noveinber 2016 perinal
Usulan Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Barat Tehun 2017
sebesar Rp. 1.786.300,- (Satu Ju‘a Tujub Ra*us Delapan

Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rapiah),

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huraf o, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Upali Minunum Kabupaten Sumbawa Farat

Tahun 2017,

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Dacrah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Berat dan
Nusa Tenggara Tiraur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 nomor 115, Tambrhan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1649); |
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambszhan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1279

3. Undang-Undang Nocmor 12 Tahun 2011 tenitang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (l.erubaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia fomor 52 34);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nornor 244, Tambahan Lerabaran Negara Kepublik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Pcru

ahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dierah (Lembaran Negara
Republik 'ndonesia Tahun 2015 Nomo: 58, Tambahun

Lembaran Negara Republik Inannesia Nomor S5€79);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintat.an Daerah (Lembarun Negara republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara

Republik 'n.donesia Nomor 4593):

v 6. Peraturan Pemerintah Noinor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republil: indonesia Tahun
2015 Nomor 237 dan Tambal:rn Lerasaren Negara Republik

Indonesia Ncmor 5747);



10.

1

. Keputusan Presiden Notnor 107 Tahun 2004 tentang Dewan

Pengupahan;

. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13

Tahun 2012 tentang Kcmponsn c¢an Pelaksanaan Tahapan
Pencapaian didup Layak;

. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

PER.7/MEN/X /2018 tentang Upah Minimum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produl Huhum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2915 Nomor 2036);

Peraturan Gubernur Nusa ‘Tenggara Barat Nomor 31 Tahun
2010 tentang Upah Minimum P-ovinsi Musa Tenggara Barat
(Berita Caerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010
Nomor 110);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU + Upah Minimum Kabupaten 3Sumbawa Barat Tahun 2017
sebesar Rp. 1.786.300,- (Satv Juta Tujuh Patus Delapan
Puluh Enam Ribu Tiga Ratus FRupiah) per bulan.
KEDUA © Keputusan Gubernur ini mulai berlaxu: pada tanggal! Januan 2017,

Ditetanpkan di Métaram

o E [N
pada tainggal’ 1€ NUPEMZER 2016
GUEFRNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI



GUBERNUR NUSA TENGGAKA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR NUS/ TENGGARA BARAT
NOMOR 56! - 9¢4 TAHUN 2016

TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017
GUBERNUP NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuaj ketentuan Posal 89 Ayat (3) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 t=ntang Ketcriagakerjaan, Upah
Minimum Provinsi dan Uvar  Minimumn Kabupaten/kota
ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi
dari Dewan Pengupahan Proviisi dan/atou Kabupaten/Kota;

b. bahwa sesuai Surat Bupai Sumbdwa Nomor 509/483/
. Nakertrans/2016 tanggal 15 Movember 2016 penhal
Rekomendasi Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupeicn
Sumbawa Tahun 2017 sebesar Rp 1.693.030,- (Satu Juta
Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh'Rugiah,

. bahwe berdasarkan pertimbaigan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Upah Minimum’Kabupatcn Sumbawa

: Tahun 2217,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1058 entang Fembentukan
Daerah-daerah Tingkat | Beli, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negars Republik Indonesia
Tahun 1658 nomor 115, Tambeshan Lermbaran Negara
Republik Indonesia Nomonr 1£49);

2. Undang-Undang  Nomecr 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembarur Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 3Y. Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 3279);

3. Undang-Undang Nomcr 12 Tahua 2011 tentang Pembeniukan
Peraturan Pemndang—undangml (Leinbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201! Noraor 82, 'Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara R:publik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Leinbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undan -Undang Nomor $ Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Unc‘ang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dierah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 79 ‘Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Peagawasan Pen elenggaraar
Pemerintahan Daerah \Lembaran Negara repub%k Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesig Nomor 4523);

6. Peraturan Pemerintah Noraor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 237 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5747);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

10.

115

. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan

Pengupahan,

. Peraturan Menteri Tenaga Xerja dan Transmgrasi Nomor 13

Tahun 2012 tentang Koruponen dan :Pelaksanaan Tahapan
Pencapaian Hidup Layak; '

. Peraturan ‘Menteri Teraga Kerja dan Transraigrasi Nomor

PER.7/MEN/X/2013 tentang Upah Minimum;

Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Prodnuk Hukum Deerah (Berita Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 31 Tahun
2010 tentang Upah Minimum Provinsj Musa Tenggara Barat

(Berita Daerah Prcvinsi Nusa Tengzgara Barat Tanun 2010
Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 sebesar
Rp. 1.693.030,- (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh
Tiga Ribu Tiga Puluh Rupian) pér bulan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal lJanuari 2017.

Ditetapkan di Mataram
pada ta_ﬁigggl_.:\ls. NUPEMBELR 2016
oo A \_\\\

I,.QUBE_RNUR hp;ﬁ TENGGARA BARAT,
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GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR &Gl - 9¢! TAHUN 2016
TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2017

Menimbangz :

Mengingat

GUBEFNUR NUSA TENGGARA BARAT,

. bahwa sesuai ketentuan Pasal. 89 Ay’at (3! Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tertarp Xetenagalierjaan. Upah
Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota
ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi
dari Dewan Pengupahan Provinsi dan /atau Kabupaten/ Kota;

.bahwa sesuai Surat Bupati Lompbok Timur Nomor

560/1377/STT/2016 tanggal 16 Noveraber 2016 perihal
Usulan Upah Minimum Kabupaten 1.ombok Timur Tahun 2017
sebesar Pp. 1.637.377,- (Satu Jute Enam Ratus Tiga Puluh
Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah!.

. bahwa herdasarkan pertinbangar sebagaimana dimaksad

dalam huruf a dan hura’ b, perlt menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Upah Minimum <Zabuputen Lorbok Timur
Tanun 2017,

- Undang-Undang Nonior 64 Tahun 1358 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Inaonesia Nomor 1549); :

. Undang-Undang Noraor 13 fahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indoresia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Fembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lerabaran
Negara Republik Indones.a liomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenteng Pemerintzhan

Dacrah (Lembaran Negara Republilc Indcnesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lemoaran N:gara Recublik Indonesia
Nomor 5587) sebagainiana telah diubah beberapa kaii
terakhir dcngan Undang-Unaang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Uridang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Jaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambehan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5679);

. Peraturan Perierintah Nomor 79 'Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan DPenguwasar Pcn?'elenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negars republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Nepara
epublik:Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang

Pengupahan (Lembaran Nrgara Reoublik Indonesia Tahun
2015 Nomor 237 dan Tambahan Lembaran Negara Republilc
Indonesia Nomor 5747);



]
'
|
|

|
. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang ewan
Pengupanan; \

|
8. Peraturan Menteri Tenags Kerja dan Trausmigrasi Nomor 13

Tahun 2012 tentang Komoonen dan Pelaksanaan Tahapan

Pencapaian Hidup Layek; :

9. Peraturan Menteri Tenage Kerja d;u{l Trensmigrasi Nomor

PER.7/MEN/X/2013 tentang Upah Minimum;

10. Peraturen Menteri Dalax Negeri INomor 80 Tahun 2015

11,

Menetapkar: :
KESATU

KEDUA

tentang Pembentukan Procduk Hukun Daeranh (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomror 2035);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 31 Tahun
2010 tentang Upah Miaimum Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Berita Daerah Provinsi Nusa Tengzara Barat Tahun 2010
Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Upah Minimum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017
sebesar Rp. 1.637.377,- (Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh
'll)‘u{uh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh kupiah) per
ulan,

Keputusan Gubernur ini mula: berlaku pada tar.ggal
1 Januari 2017.

Ditetapkaﬁ di: Mataram
pada tanggal B'NOPEMBER 20\¢
GUBERNYR,NUSA TENGGARA BARAT,

-
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H. M ZA:NUL MAJDI



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
w
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KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENG(;ARA BARAT

NOMOFR 56l - 02 TAHUN 2016
TENTANG !

UPAH MINIMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2017

Menimbang :

Mengingat

GUBERNUR NUSA TENGGARA EARAT,

. bahwa sesuai ketentuan Fasal 89 Ayat (3) Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2203 tentany;  Ketenagakerjaan, Upah
Minimvm Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten /Kota
ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi
dari Dewan Pengupahan Prcvinsi dan/atau Kabupaten/Koia;

. bahwa sesuai Surat Rupati Lombok Utara Nomor

560/303/BUP/2016 tanzgel 3. November 2016 rperihal
Usulan Upah Minimum Kahupaten Lombok Utara Tahun
2017 sebesar Rp. 1.732.060,- (Satu Juta Tuiuh Ratus Tiga
Puluh Dua Ribu Rupiah). '

. bahwa berdasarkan pertimbangar. sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, periu menetapkan Kepurusan
Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2017, '

-Undang-Undang Nomor 64  Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingl:at | Bali, Nusa Tengg:ara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nemor 1649);

- Undang-Undang Nomosr 13 Fahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahan 2003 Nomor 39, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangen (Lemtaran
Negara Republik Indonesie Tahun 201 ] Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
5234):

-Undang-Undang Nomor 23 ‘fahur 2014  tentang

Pemerintahan Daerah (Lewnbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20614 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negarz
Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah diubal
beberapa kali terakhir dengan Undang-Uncang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubatan Keclua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenutahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
gB, Tambahan Lembaran Negara R:publik Indonesia Ncmor
679); :

. Peraturan Pemerintah Noror 79 'Takun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dun Pengawasan Peunyelenggaraan
Pemerintalilan Daerch (Lembaran Nezgara republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 1€5 den Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 43593);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

10.

11.

. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang

Pengupahan (Lembaran Nezara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 237 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5747); |

- Keputusan Presiden Nomor 107 Tahuh 2004 tentang Dewan

Pengupzhan;

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 135

Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan
Pencapaian Hidup Layak; '

. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi WNomor

PER.7/MEN/X /2013 tentany Upah Minimum:;

Peraturon Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dserah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun
2010 tentang Upah Mininium Provins: Nusa Tenggara Barat
(Berita Daerah Provinsi Ni'sa Tenggara Baret Tahun 2010
Nomor 110);

|

MEMUTUSKAN: -

Upah Minimum Kabupaten Lombok Utarz Tahun 2017
sebesar Rp. 1.732.000,- ‘Saru Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh

Dua Ribu Rupiah) per bu

an,

Keputusan Gubernur ini mulei terlaku ;ada’l tar.ggall Januari 2017.

Litetapkan di Mg:tau'am
Faaa tanggal I8 NOPEMBER 2016

il - {.,' '~‘.‘-\\_'
GUBERNUR NUSATENGGARA BARAT,

: \. ";'..'. ’
- H. M. ZAINUL MAJDI



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 56l - 959 TAHUN 2016
TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN LCMBOK BARA’I" TAHUN 2017

Menimbang :

Mengingat

o}

GUBERNUR NUSA TENGCOARA BARAT,

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayac (3) Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tcntang, Ketenagakerjaan, Unzh
Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten 'Kota
ditetapkan oleh Gubernui dengan niemperhatikan rekomendasi
dari Dewan Pengupahan Prcvinsi dar /atau Kabupaten/Kota;

-bahwa sesuai Surat Buputi Lombok Barat Nomor

560/303/BUP/2016 tangral 2 November 2016 perihal Jsul
Upah Minimum Kabupaten Lombok Barat Tahun 5017
sebesar Rp. 1.650.000,- (Sawu Jut:: Enam Ratus Lima Puluh
Riba Rupiah). ;

- bahwa berdasarkar. pertimbungar sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan hurvf b, periu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Upah Miniraum Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2017. !

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1358 tentang Pembentuks::

Daerah-dacrah Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Nigara Republik Indoncsia
Tahun 1958 nomor 115, Tamb. an Lembaran Negura
Republik indonesia Nomor 1649);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Noinor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republil: Indonesia Nomor 4279);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, ;Tambahan Lembaran
Negara Pepublik Indonesia Numor 5:234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ‘entang Pemerintahan

Daerah (lembaran Negara Rcpublik indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5£487) sebagaimaria telah diubah beberapa kal:
terakhir dengan Undang-Unaang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Keaua Atas Updang-Undang Nomoyr 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran N
Republik Indonesia Tahan 2015 Nomor 58&, Tamb
Lembaran Negara Republik Indonesiii Nomor 567 gl;

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoraan Pembinaan dan Pengawasan Pcnf'clenggar&a:n
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara
Rgpublik Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Penierintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang

Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hqc'
2015 Nomor 237 dan Tambahan Lemburan Negara Republit
Indonesia Nomor 5747); '

i ‘L‘ﬁ&i\ J‘l‘ -y,



10.

2

. Keputusan Presiden Nomor 1067 Tahun 2004 tentang Dewan

Pengupahan;

. Peraturan Menteri Tenaga Kcrja dan Transmigrasi Nomo: 13

Tahun 2012 tentang Kompor.en dan Felaksanaan Tahepan
Pencapaian Hidup Layak;

. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

PER.7/MEN/X,2013 tentang Upal Minimum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nownor 80 Tahun 2015
tentanF Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturarn. Gubernur Nusa Tenggeara Barat Ncmor 31 Tahun
2010 tentang Upah Miriinum Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Berita Daerah Provinai Nusa Terggara Barat Tahun 2010
Nomor 1.0);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU Upah Minimum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017
sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puivh
Ribu Rupiah) per bulan. '

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai beilaku pada tanggal 1 Januari 2017.

|
Ditete pkan di Mataram
peda {anggalk 18 NOYEMBER 201k
g e § gk;\\
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GUBERNUR WUSA TENGGARA BARAT,
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GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 56| - 960 TAHUN 2016
TENTANG .
UPAH MINIMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah
Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota
ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi
dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
b. bahwa sesuai Surat Bupati Lombok Tengah Nomor
560/514/STKT/2016 tanggal 16 November 2016 perihal
Usulan Upah Minimum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017
sebesar Rp. 1.639.985,- (Satu Juta Eham Ratus Tiga Puluh
Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2017. ‘

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Teng%ara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279); ‘

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran N
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 'Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan ‘Pengawasan Pcnxjc;len araan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593); -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
201§uNomor 237 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5747); '



|
|
|
[

. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahup 2004 tentang Dewan
Pengupahan; !
. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13

Tahun 2012 tentang Komponen dan!Pelaksanaan Tahapan
Pencapaian Hidup Layak; !

l
. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.7/MEN/X/2013 tentang Upah Minimum,;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

XY,

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

tentang Pembentukan Produk ﬁukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Gubernur Nusa Ten éarat Nomor 31 Tahun
2010 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Ten Barat
(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggqra Barat Tahun 2010
Nomor 110);

!

MEMUTUSKAN:

|
Upah Minimum Kabupaten Lombok| Tengah Tahun 2017
sebesar Rp. 1.639.985,- (Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh
Sembilan Ribu Sembilan Ratus l?elapan Puluh Lima
Rupiah) per bulan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2017.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggral 18 NOPEMBER. 206
Za E R 2N

AN




Menimbang :

Mengingat

KEPUTUSAN GUBERNUR NU32 TENGGAR;A BARAT

- NOMOR: Sbl- 452  TAHUN 2016
TENTANG '

UPAH MINIMUM KOTA MATARAM TAHUN 2017

a.

GUBERNUR NUSA TEI'GGARA BARAT,
|

bahwa sesuai ketentuar. Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 fentang Ketenagake:jaan, Jpah
Minimum Provinsi dan Uoah Minimum Labupaten/Kota
ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi
dari Dewan Pengupahan Previnsi dan /atau Kabupaten/Kota;

.bahwa sesuai Surat Walikota Mataram Nomor

560/868.a/Sosnakertrans ‘anggal 1 November 2016 perihal
Usul Penetapan Upah Minimuin Kota Mataram Tehun 2017
sebesar Rp. 1.714.216,- (Satu vuta Tujuh Ratus Empat Belas
Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah); |

. bahwa berdasarkan pertimbangan sébagaimana dimsaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Upah Minimum Kota Mataram Tahun 2017.

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1938 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negaia Republik Indoncsia
Tahun 1958 nomor 115, Tamb lan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);

- Undang-Undang Nomor 13 Tehun 2003 tentang Ke

jaan
(Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 4279);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Noinor &2, Tamnbahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 5254);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201% tentang Peraerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negaira Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pcrubahan Keduz Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 20i4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Ncmor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaian Negara republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indornesia Nomor 4592); | ;

!

- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang

Pengupahan (Lembaran Negura Republik Incionesia Tahun
2015 Nomor 237 dan Tambahan Leinparar, Negera Repubiik
Indonesia Nomor 5747); :

- Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 teatang Dewan

Pengupahan;



10.

11.

. Peraturan Menteri Tenage Kei'ja dan Transmigrasi Nomor 13

Tahun 2012 tentang omponen dan Pelaksanaan Tahapan
Pencapaian Hidup Layak; !

1

- Perataran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

PER.7/MEN/X/2C13 tentans Upah Minimum;

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nemor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk [Jukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 31 Tahun
2010 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggaia Barat un 2010
Nomor 110); |

MEMUTUSKAN:
* Menetapkan : ,
KESATU : Upah Minimum Kota Mataram Tahun 2017 sehesar
Rp. 1.714.2135,- (Satu Juta Tu'uh Ratus dmpat Belas Ribu Dua
Ratus Enam Belas Rupiah) per bulan.
KEDUA ¢ Keputusar Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkar. di Materam
pad;x fanggel ~19 Movewhor 2ol
VY &N




GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5¢1 - 10.7 TAHUN 2016
TENTANG
UPAH MINIMUM KOTA BIMA TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah
Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota
ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi
dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten /Kota;

b. bahwa sesuai Surat Walikota Bima Nomor 561/479/
X1/2016 tanggal 25 Nopember 2016 perihal Usulan Upah
Minimum Kota Bima Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Upah Minimum Kota Bima Tahun 2017.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Nzﬁara Republik Indonesia
Tahun 1958 nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279),;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah (Lembaran N:a:iara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
7015 Nomor 237 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5747);

6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupahan;

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13
Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan
Pencapaian Hidup Layak;



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.7/MEN/X/2013 tentang Upah Minimum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 31 Tahun
2010 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010
Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Upah Minimum Kota Bima Tahun 2017 sebesar Rp. 1.700.000,-
(Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per bulan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2017.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Ie.erber 20M




GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 561-10 . TAHUN 2016
TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN DOMPU TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah
Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota
ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi
dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;

b. bahwa sesuai Surat Bupati Dompu Nomor 460/1725/
Dinsosnakertrans/2016 tanggal 28 Nopember 2016 perihal
Usulan Upah Minimum Kabupaten Dompu Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Dompu Tahun 2017.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 237 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5747);

6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupahan;

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13
Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan
Pencapaian Hidup Layak;



8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.7/MEN/X/2013 tentang Upah Minimum,;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 31 Tahun
2010 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010
Nomor 110);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

KESATU ¢ Upah Minimum Kabupaten Dompu Tahun 2017 sebesar
Rp. 1.672.000,- (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua

Ribu Rupiah) per bulan.

KEDUA :  Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2017.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1/ ‘eoember 201(




